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KASUS BNSMART DONGGALA Vv
Kepala Bappeda
Rugikan Rp209,3 Juta

PALU, MERCUSUAR -
Mantan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi (Perindagkop)
Donggala yang saat ini
menjabat Kepala Bappeda,
Simon YS Ratanna, didakwa
JPU merugikan negara sebe-
sar Rp209.309.090.

Hal itu terungkap dalam
dakwaan JPU saat sidang
perdana kasus dugaan
korupsi proyek BNSmart
di Dinas Perindagkop
Donggala tahun anggaran
2008 senilai Rp973.868.450
di Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri (PN)
Palu, Kamis (17/10/2013).

Jumlah kerugian itu ber-
dasarkan perhitungan anta-
ra selisih harga kontrak dan
harga pasar pada pekerjaan
pengadaan dan instalasi
BNSmart Donggala. Selain

itu, jumlah kerugian berds-
arkan rekapitulasi perhi-
tungan selisih harga sesuai
harga kontrak dan harga
pasar pada pengadaan dan
instalasi BNSmart Donggala
dari Dinas Koperasi,
UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Sulteng.
Dalam dakwaan JPU di-
uraikan, terdakwa sebagai
pengguna anggaran dalam
tujuh item pengadaan itu te-
lah melawan hukum bersa-
ma Ketua Panitia Lelang
Safari (berkas terpisah)
memperkaya orang lain,
yaitu Manajer Operasional
PT BNS Mitra Usaha Palu,
Sudarsono (DPO). Dimana,
terdalswa menerima usulan
satu calon pemenang, yakni
PT BNS Mitra Usaha Palu.
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Hal itu dilakukan hanya
berdasarkan nota kese-
pakatan kerjasama dan
MoU antara Pemerintah
Kabupaten (Pemkab)
Donggala dan PT BNS Mitra
Usaha Palu tanpa melalui
ketentuan sebagaimana
Pasal 17 angka 4 keputusan
Presiden (Kepres) Nomor:
80 Tahun 2003 tentang
pengadaan barang dan jasa
pemerintah. “Terdakwa
menetapkan pemenang dan
menyuruh saksi PPTK Idris

Al Idrus membuat kontrak,”"

tutur JPU Advani Ismail
-Fahmi SH.

Selain itu, untuk
pengadaan genzet harus-
nya tidak dilaksanakan,

karena dalam kontrak
Rp298.651.000 sedangkan
dalam DPA 2008 angga-
rannya hanya Rp150 juta.
Kekurangan anggaran itu,
akhirnya dibayarkan tahun
2009, hingga melanggar
Pasal 9 Ayat (4) Kepres no-
mor: 80 Tahun 2003.
Mendengar dakwaan JPU,
terdakwa melalui penase-
hat hukumnya, Haryanto
SH menyatakan tidak men-
gajukan eksepsi. “Sidang
ditunda dan dilanjutkan
Selasa (22/10/2013) men-
datang, agendanya pe-

“meriksaan saksi,” singkat

Ketua Majelis Hakim, AFS
Dewantoro SH MH.

TAHANAN KOTA

Dalam sidang itu, Majelis
Hakim mengabulkan per-
mohonan pengalihan pe-
nahanan yang diajukan
terdakwa, dari tahanan
rutan ke tahanan kota.
Pengalihan penahanan
dikabulkan setelah ada-
nya jaminan dari Bupati
Donggala Habir Ponulele,
keluarga terdakwa yakni
istri, adik dan anak, serta
adanya keterangan dokter.
“Kondisi kesehatan men-
jadi pertimbangan utama
(pengalihan penahanan),

.apalagi adanya jaminan

dari Bupati Donggala,” tu-
tur AFS Dewantoro, usai
sidang. Ack




